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Abstract 

State must ensure all residents health, including community institution 

compensation. Correctional facilities must provide appropriate health 

treatment to prisoners. Indonesia's communal institutions make compensation 

health maintenance challenging. Lack of awareness by officials, poor 

atmosphere, and insufficient facilities and infrastructure make health difficult 

to obtain. Compensation health is affected. Article 9 of Corrections Law 

Number 22 of 2022 stipulates the entitlement to health care and consumption in 

compliance with corrective facility dietary requirements. This clarifies the legal 

requirement to provide the greatest service to fulfill community objectives. 

Compensation rights in prisons depend on living circumstances and capacity. 

The right to education is one of the fundamental aims of correctional facilities, 

which develop, protect, and guide. This research investigates how and why 

prisoners' health care rights are denied in correctional facilities. 

Keywords: Prisoners, Correctional Institutions, Love Rooms,Health 

Abstrak 

Negara harus menjamin kesehatan semua penghuni, termasuk santunan 

lembaga masyarakat. Fasilitas pemasyarakatan harus menyediakan perawatan 

kesehatan yang tepat bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan Indonesia 

membuat pemeliharaan kesehatan santunan menjadi tantangan. Kurangnya 

kesadaran oleh petugas, suasana yang buruk, dan fasilitas serta infrastruktur 
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yang tidak memadai membuat kesehatan sulit diperoleh. Kesehatan santunan 

terpengaruh. Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 

mengatur hak atas perawatan kesehatan dan konsumsi sesuai dengan kebutuhan 

makanan fasilitas pemasyarakatan. Ini memperjelas persyaratan hukum untuk 

memberikan layanan terbesar untuk memenuhi tujuan masyarakat. Hak 

santunan di penjara bergantung pada keadaan dan kapasitas hidup. Hak atas 

pendidikan adalah salah satu tujuan mendasar dari fasilitas pemasyarakatan, 

yang mengembangkan, melindungi, dan membimbing. Penelitian ini 

menyelidiki bagaimana dan mengapa hak perawatan kesehatan narapidana 

ditolak di fasilitas pemasyarakatan. 

Kata kunci: Narapidana,Lembaga Permasyarakatan, Bilik Asmara, Kesehatan  

 

Pendahuluan 

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat untuk 

melaksanakan tindakan rehabilitasi bagi narapidana, yang merupakan fase akhir 

dari kerangka kerja hukuman pidana dalam sistem peradilan. Pemenjaraan 

merupakan hukuman yang merampas harta benda atau mencabut hak-hak 

tertentu dari individu yang telah dihukum dan kemudian dikurung di lembaga 

pemasyarakatan. Di Indonesia, status narapidana tidak dibedakan berdasarkan 

jenis kelamin, usia baik dewasa maupun anak-anak atau status sosial, yang 

mencakup pejabat dan warga negara biasa. Kehidupan sebagai narapidana di 

lembaga pemasyarakatan menghadirkan tantangan yang signifikan; individu 

cenderung menghadapi masalah kesehatan seperti stres atau depresi karena 

pembatasan dan ketidaknyamanan yang melekat dalam keadaan mereka.
1
 

Pengemudi membutuhkan persahabatan dan hidup berdampingan seperti 

orang lainnya. Kebutuhan ini penting bagi mereka untuk mengekspresikan 

emosi dan perasaan mereka. Meskipun memenuhi kebutuhan seksual mungkin 

                                                           
1
 Firyal Arribah Syafiqoh, ” Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal 

Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No. 2 (2021), hlm. 2177 
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tidak menjadi masalah yang berarti bagi individu yang menikmati kebebasan, 

hal itu menjadi usaha yang menantang bagi mereka yang dipenjara. Kesulitan 

ini muncul karena fasilitas pemasyarakatan, meskipun pada dasarnya 

membatasi kebebasan, juga melanggar banyak hak narapidana lainnya. 

Narapidana mengalami penderitaan psikologis akibat putusnya kekeluargaan, 

hilangnya kendali dari barang maupun layanan pribadi, berkurangnya otonomi, 

kurangnya keamanan, dan tidak adanya hubungan heteroseksual selama mereka 

berada di balik jeruji besi. 

Fahmi Darmawansyah, istri artis Inneke Koesherawati, pernah dua kali 

korupsi. Pengadilan Tipikor (Tipikor) Bandung mengadili pasangan Inneke 

Koesherawati karena menyuap Sipir Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein 

dalam kasus terbarunya. Fahmi Darmawansyah mungkin pernah menikmati 

fasilitas penjara mewah di Sukamiskin. Fasilitas mewah itu didapat dengan 

menawarkan 'hadiah' yang luar biasa kepada Wahid Husen, Kepala Lapas 

Sukamiskin. 

Selama di Lapas Sukamiskin, Fahmi Darmawansyah dibebaskan. Ruang 

unik untuk keintiman suami-istri dikembangkan selain kenyamanan diesel yang 

sangat baik. Sidang perdana mantan sipir Lapas Sukamiskin Wahid Husen di 

Sidang Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, 

Kota Bandung, menunjukkan hal tersebut. Sejak Juni 2017, ia mendekam di 

Lapas Sukamyskin selama 2 tahun 8 bulan. Pengadilan Tipikor Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat memvonisnya bersalah atas penyuapan personel Badan 

Keselamatan Maritim, yang membuatnya dipenjara. 

Blok Sel 11 di Upper East Side adalah rumah satu-satunya baginya. 

Relawan lainnya, Aldi Candra dan Andri Rahmat, adalah pembantu pribadinya. 

Akomodasi tersebut meliputi TV kabel, AC, kulkas, kasur pegas, furnitur dan 

dekorasi laminasi tekanan tinggi (HPL), dan penggunaan telepon seluler gratis. 
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Saat itu, kepala penjara Wahid Husen mengetahui tentang fasilitas 

tersebut tetapi mengizinkan mereka untuk tinggal. Ia bahkan dipercaya untuk 

melayani narapidana Lapas Sukamiskin. Selain itu, Anda dapat membuat kamar 

berukuran 2x3 meter dengan kasur dan menanam tanaman herbal di dalam 

penjara. Area ini dibuat untuk menjaga hubungan suami-istri. Dalam 

persidangan, Jaksa KPK Trimulyoni Hendradi mengklaim Fahmi menggunakan 

akomodasi tersebut saat istrinya berkunjung dan menyewakannya kepada 

pengemudi lain seharga Rp 650 ribu. Namun, Kepala Lapas Sukamiskin Tejo 

Harwanto membantah adanya kamar suami-istri. Tejo menjabat sebagai Kepala 

Lapas Sukamiskin setelah penangkapan Wahid di KPK.
2
 

Menjaga kesehatan menuntut lingkungan yang bebas dari 

penyimpangan seksual. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan, 

tiap orang berhak atas kehidupan reproduksi maupun seksual yang sehat, 

aman, dan wajar dengan pasangan yang sah. Bahkan di penjara, hak biologis 

narapidana harus dihormati untuk meningkatkan keutuhan keluarga dan 

membangun hubungan perkawinan. Islam memberikan hak dan tanggung jawab 

yang sama kepada suami dan istri. Perkawinan mengharuskan adanya 

pertukaran hak biologis, tetapi harus dilakukan bersama-sama dan dengan 

pengertian. Pasangan memiliki hak untuk membantu, menenangkan, 

menyeimbangkan ikatan keluarga, dan banyak lagi. yang dihormati dalam 

Islam.
3
 

                                                           
2 Liputan6” Suami Inneke Koesherawati Diduga Kelola Bilik Asmara Lapas, Ini Kilas Balik 

Kasusnya,dalam https://www.liputan6.com/news/read/3800552/suami-inneke-koesherawati-

diduga-kelola-bilik-asmara-lapas-ini-kilas-balik-kasusnya di kunjungi 17 Februari 2025 

3 Nur Arfianty Yunus, Andi Muhammad Akmal, Abdul Rahman Qayum, Nadyatul Hikmah 

Shuhufi, Pemenuhan   Hak   Biologis   Narapidana   Dalam   Mempertahankan Perkawinan 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar; Analisis Maqashid Al-Syariah”, Shautuna: 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab, Vol. 5 No. 1 (2024), Hlm. 5 

https://www.liputan6.com/news/read/3800552/suami-inneke-koesherawati-diduga-kelola-bilik-asmara-lapas-ini-kilas-balik-kasusnya
https://www.liputan6.com/news/read/3800552/suami-inneke-koesherawati-diduga-kelola-bilik-asmara-lapas-ini-kilas-balik-kasusnya
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Pada saat yang sama, jika kebutuhan seksual narapidana tidak terpenuhi 

maka mereka akan memuaskan diri dengan cara yang tidak tepat, sehingga 

dapat mengakibatkan perubahan orientasi seksual narapidana sehingga 

menimbulkan penyimpangan seksual. Perilaku seksual yang tidak normal ibarat 

penyakit menular yang bisa menular ke seluruh narapidana. 

Selain itu, kondisi di penjara sangat tidak mendukung dan biasanya tidak 

bisa menularkan kebutuhan seksual kepada lawan jenis. Karena di Lapas, 

narapidana diklasifikasi berdasarkan gender, kebutuhan seksualnya juga 

dimiliki oleh narapidana lain yang berjenis kelamin sama. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu bahan 

hukum dengan analisis peraturan undang-undang yang berhubungan dengan 

penelitian ini
4
. Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat dan 

diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu,tinjauan yuridis pemenuhan hak Kesehatan narapidana di 

Lembaga permasyarakatan ( studi pengadaan bilik asmara ) 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pembinaan di Lembaga 

Permasyarakatan 

Narapidana berhak atas layanan kesehatan dan pangan yang memadai 

berdasarkan Pasal 9 huruf d UU No. 22 Tahun 2022 terkait Kemasyarakatan. 

Narapidana dengan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan memiliki hak 

hukum. Sistem pemasyarakatan dalam instrumen negara mengacu pada reaksi 

                                                           
4 Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 

2022,hlm 10 
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negara terhadap pelanggar. Hak hukum narapidana untuk mendapatkan 

perawatan medis terpenuhi, kata peneliti. Tenaga medis harus ditempatkan di 

lembaga pemasyarakatan berdasarkan jumlah narapidana yang memerlukan 

perawatan. 

Karyawan harus melindungi dan menghormati berbagai hak mereka, 

termasuk perawatan medis. Perawatan kesehatan mencakup semua tindakan 

profesional yang mengobati atau mencegah penyakit pada manusia.
5
 Hal ini 

merupakan upaya guna pembelaan hak asasi narapidana atas kesehatan. Oleh 

karena itu, upaya ini dilakukan oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat, 

kelompok sosial politik, maupun lembaga non-pemerintah) secara tertib, 

berkelanjutan, dan terstruktur. 

Hak narapidana atas kesehatan berupa pelayanan kesehatan 

dimaksudkan untuk menjamin kesehatan fisik dan mental narapidana selama 

sisa masa pidananya. Narapidana adalah bagian dari penjara dan hak mereka 

atas kesehatan dilindungi. 

Kegiatan yang diperlukan dalam layanan kesehatan narapidana di 

lembaga pemasyarakatan antara lain sebagai berikut: satu. Upaya 

promosi/peningkatan kesehatan meliputi: 

a. Promotif / upaya peningkatan kesehatan yaitu :  

1) Memperbaiki status gizi 

2) Kebersihan pribadi 

3) Olah raga baik untuk kesehatan 

                                                           
5 Prof.Dr. H.JJ. Leenen dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, 1991, Pelayanan Kesehatan dan 

Hukum, Bina Cipta, Bandung. 
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 4) Pendidikan kesehatan 

b. Preventif / upaya pencegahan yang meliputi :  

1) Isolasi/Isolasi 

2) Pengendalian hewan yang sakit 

3) Kebersihan lingkungan
6
 

Bentuk Pelayanan Kesehatan 

1) Pelayanan Kesehatan Dasar: Setiap Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) wajib menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, serta 

minimal seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. 

2) Pelayanan Kesehatan Lanjutan: Jika diperlukan, narapidana 

dapat dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang 

lebih lengkap. 

3) Kesehatan Mental: Narapidana juga berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan mental, seperti konseling atau terapi. 

4) Informasi dan Edukasi Kesehatan: Narapidana berhak 

mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan, 

termasuk pencegahan penyakit.
7
  

Urgensi Penyediaan Bilik Asmara bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan 

                                                           
6 Jurnal “ https://e-journal.uajy.ac.id/11222/1/JURNAL.pdf di kunjungi 19 Februari 2025 

7 Gemini “ Hak Kesehatan Narapidana “ 

https://gemini.google.com/app/2805595471a217bc?hl=id di kunjungi 19 Februari 2025 

https://e-journal.uajy.ac.id/11222/1/JURNAL.pdf
https://gemini.google.com/app/2805595471a217bc?hl=id
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Kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan fisiologis yang 

bersifat primer bagi manusia, sebagaimana diidentifikasi oleh teori kebutuhan 

dasar manusia. Kebutuhan ini tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan biologis, 

tetapi juga berperan penting dalam kesehatan mental dan emosional seseorang. 

Dalam konteks narapidana, pemenuhan kebutuhan seksual yang layak dan 

manusiawi melalui pembentukan bilik asmara menjadi esensial untuk menjaga 

keseimbangan psikologis mereka dan memperkuat ikatan keluarga.
8
  

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak 

narapidana dan pasangannya, termasuk kebutuhan seksual mereka melalui 

pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak ini harus 

dilandasi atas nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip pemenuhan HAM yang 

menjadi dasar negara hukum. Negara hukum yang berlandaskan Pancasila 

harus memastikan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, diperlakukan 

dengan martabat dan keadilan yang seharusnya. Implementasi kebijakan ini 

akan menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan standar hak asasi 

manusia yang tinggi di dalam sistem pemasyarakatan. Penyediaan fasilitas 

yang memungkinkan narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya, negara 

tidak hanya menghormati hak-hak narapidana, tetapi juga mendukung proses 

rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Narapidana yang merasa 

diperlakukan secara manusiawi dan adil lebih mungkin untuk menunjukkan 

perilaku positif dan berkomitmen pada perbaikan diri.  

Pembentukan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan dipandang 

menjadi bentuk konkret dari tanggung jawab negara guna melindungi, 

memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak seksual narapidana yang telah 

                                                           
8
 Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan 

Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan 

Standard Minimum Rules. Jurnal Wajah Hukum, 5(1), 300-304. 
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menikah.11 Bilik asmara memberikan lingkungan yang sesuai dan aman bagi 

narapidana dan pasangan mereka untuk menjalani hubungan yang intim dan 

mendukung, sekaligus menghormati hak mereka sebagai pasangan yang sah 

menurut hukum. Sehingga keberadaan bilik asmara bukan hanya sebagai 

fasilitas fisik semata, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari prinsip-

prinsip konstitusional dan HAM yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Ini 

adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen negara untuk 

memastikan bahwa semua warga negara, termasuk narapidana, mendapatkan 

perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta 

hukum yang berlaku.
9
  

Selain itu, menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 terkait 

Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan di Indonesia dilakukan berdasarkan 

asas kehilangan kemerdekaan menjadi satusatunya penderitaan. Asas ini 

menegaskan bahwa pemberian hukuman kepada seseorang dalam bentuk 

pemasyarakatan bertujuan untuk menghilangkan kemerdekaannya sebagai 

bentuk sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Asas kehilangan 

kemerdekaan ini menegaskan bahwa meskipun narapidana kehilangan 

kebebasan fisiknya sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan, 

mereka tetap memiliki hak-hak yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan, 

termasuk hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan tentu 

saja hak seksual.  

Penyediaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi solusi 

penting untuk memastikan bahwa narapidana tetap dapat menjalankan hak-

hak perkawinannya. Bilik asmara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat 

                                                           
9 Syafiqoh, F. A., & Sitabuana, T. H. (2021). Penyediaan Fasilitas Dan Kebijakan Guna 

Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 2176-2199. 
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bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual, tetapi juga 

sebagai ruang yang mendukung pemeliharaan ikatan emosional dan 

komunikasi yang sehat antara pasangan. Bilik asmara juga dapat membantu 

mencegah terjadinya ketegangan dan keretakan dalam rumah tangga akibat 

dari kurangnya interaksi intim.  

Ketika hak seksual dan kebutuhan emosional narapidana diabaikan, tidak 

hanya narapidana yang menderita, tetapi juga pasangan dan keluarga mereka. 

Pasangan yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup 

dapat mengalami kesepian dan tekanan emosional, yang pada akhirnya dapat 

memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, 

anakanak dari narapidana juga bisa terkena dampak negatif jika orang tua 

mereka mengalami masalah dalam hubungan pernikahan mereka. Dalam 

konteks hukum dan hak asasi manusia, penting untuk menegakkan hak 

narapidana tanpa mengorbankan tujuan utama dari pemasyarakatan, yaitu 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penyediaan bilik asmara merupakan bentuk 

perlindungan terhadap hak asasi manusia narapidana yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini juga dapat mendukung tujuan rehabilitasi 

dengan memperkuat ikatan keluarga yang stabil dan harmonis, yang sangat 

penting bagi proses reintegrasi narapidana ke Masyarakat setelah mereka 

menyelesaikan masa hukuman. 

Penutup 

Pasal 9 huruf d UU No. 22 Tahun 2022 menjamin jaminan perawatan 

kesehatan dan gizi yang layak. Hak adalah hak hukum yang diberikan kepada 

narapidana yang menjalani hukuman. Untuk melindungi hak atas kesehatan. 

Semua pihak di pemerintah, sosial, dan politik melakukannya secara metodis, 

berkelanjutan, dan sistematis, tetapi juga berbagai lembaga non pemerintah dan 

kelompok masyarakat di semua tingkatan.Hal ini berupa kegiatan-
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kegiatandalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana di 

lembaga permasyarakatan,penting untuk memperhatikan berbagai aspek,antara 

lain : upaya promotif yang fokus pada peningkatan kesehatan.Hal ini mencakup 

peningkatan status gizi, kebersihan pribadi,serta kegiatan olahraga yanng 

mendukung kesehatan,yang berupa pencegahan meliputi langkah-langkah 

seperti isolasi,pengendalian hewan pembawa penyakit,serta penanganan 

lingkungan sekitar. 

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan fisiologis yang bersifat primer 

bagi manusia, yang berfungsi untuk pemenuhan biologis dan berperan penting 

dalam kesehatan mental dan emosional. Dalam konteks narapidana, pemenuhan 

seksual yang layak dan manusiawi melalui pengadaan bilik asmara menjadi 

esensial untuk menjaga keseimbangan psikologis yang memperkuat ikatan 

keluarga. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak narapidana dan 

pasangannya, termasuk kebutuhan seksual mereka melalui pengadaan bilik 

asmara di lembaga pemasyarakatan. Pembentukan bilik asmara di lembaga 

pemasyarakatan dipandang sebagi bentuk konkret dari tanggung jawab negara 

pada perlindungan, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak seksual 

narapidana yang telah menikah. Bilik asmara memberikan lingkungan yang 

sesuai dan aman bagi narapidana dan pasangan mereka untuk menjalankan 

hubungan yang intim dan mendukung. Penyediaan bilik asmara di lembaga 

pemasyarakatan dapat menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa 

narapidana tidak dapat menjalankan hak-hak perkawinannya. Bilik asmara juga 

dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan dan keretakan dalam rumah 

tangga akibat dari kurangnya interaksi intim. 
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